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PUTUSAN
Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara

elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK …, tempat / tanggal lahir Purwosari / 02 Februari 1992, umur

31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di …., Kabupaten Kampar,Riau,,

dengan domisili elektronik … sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Indrapura / 24 November 1993, umur 29 tahun,

agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta,

tempat  tinggal  di  Terakhir  Tinggal  di  …,  Kabupaten

Kampar,Riau Sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti

baik  didalam  maupun  diluar  Republik  Indonesia  (GHOIB),

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  23

Oktober 2023 telah mengajukan perkara  Cerai  Gugat,  yang telah didaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bangkinang,  dengan  Nomor

1193/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal  23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai

berikut; 

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten
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Kampar, Riau. Sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor : 0061/020/IV/2018, tertanggal 23 April 2018;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, yang beralamat di Jl….,

Kabupaten  Kampar,Riau,  bergaul  layaknya  suami  istri  dan  sudah  di

karuniai  seorang  anak  yang  bernama anak  pertama  ,  umur  4  Tahun  3

Bulan;  

3. Bahwa sejak Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2021 keadaan rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  mulai  tidak harmonis dan sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: 

a. Tergugat seorang pecandu narkoba jenis sabu, pernah kedapatan

oleh Penggugat barang haram (narkoba) didalam rumah;  

b. Tergugat suka bermain judi online dan suka mabuk-mabukan;  

c. Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak-anak;  

d. Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran suka main

tangan dan berbuat kasar;  

4. Bahwa Puncak dari  pertikaian  dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  terjadi  pada Tanggal  13 Bulan Maret  Tahun 2021,  dimana

ketika  itu  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  ditempat  MES  tempat

Tergugat bekerja, kemudian, dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan

anak, kemudian setelah Tergugat di PHK, Tergugat tidak pernah kembali

hingga sekarang lebih kurang 2 Tahun 7 Bulan lamanya dan selama itu

Tergugat  tidak  pernah  pulang  dan  tidak  pernah  kirim  kabar  serta  tidak

diketahui  alamatnya yang jelas  dan pasti  di  wilayah Republik  Indonesia

(GHOIB);  

5. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Bangkinang  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;  
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu

tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyerahkan  Surat  Keterangan  yang

dikeluarkan oleh Kepala  Desa Batang Batindih,  tertanggal  19  Oktober  2023

yang  menjelaskan  bahwa  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  alamat  /  tempat

tinggalnya  yang  jelas  di  dalam  maupun  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia;     

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena  Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  jawaban  Tergugat  tidak  dapat

didengar  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bu

kti Surat 

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0061/020/IV/2018,  tanggal  23  April

2018,  yang dikeluarkan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah KUA Rumbio Jaya

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P),  tanggal  dan  paraf  Ketua

Majelis;

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Penggugat,   umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan

S1,  pekerjaan  wirausaha,  bertempat  tinggal  di  …,  sebagai  tetangga

Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat,  yang  merupakan  suami

Penggugat yang bernama Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2018 di

KUA Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  terakhir  bertempat

tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di desa

Batang Batindih; 

- Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan

baik dan rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar

sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat tersebut; 
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  faktor  ekonomi  karena  Tergugat

kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  sejak 2 tahun yang

lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan

Tergugat  dengan cara  menghubungi  keluarga Tergugat  namun tidak

berhasil; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

tidak diketahui lagi dimana keberadaannya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi  berkomunikasi  dan  sudah  tidak  saling  memperdulikan  lagi  satu

sama lainnya; 

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah

pernah  dilakukan  beberapa  kali  oleh  pihak  keluarga  kedua  pihak,

mereka  rukun  sebentar  kemudian  terjadi  lagi  perselisihan  dan

pertengkaran; 

2. Saksi 2 Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di …., sebagai tetangga

Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat,  yang  merupakan  suami

Penggugat yang bernama Tergugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  menikah pada tanggal  22 April

2018 di KUA Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di desa Batang

Batindih; 

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan

baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 yang lalu Tergugat pergi dari
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rumah  kediaman  bersama  dan  tidak  pernah  kembali  lagi  sampai

sekarang; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

saksi hanya tahu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat; 

- Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  dan  alasan  Tergugat  pergi  dari

rumah kediaman bersama; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

tidak diketahui dimana keberadaannya lagi sekarang; 

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah  berkomunikasi  lagi  dan  sudah  tidak  saling  mempedulikan

Penggugat lagi satu sama lainnya; 

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Penggugat menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon putusan,  sedangkan  Tergugat karena tidak pernah hadir,  tidak dapat

diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa  proses  pendaftaran  perkara  ini  dilakukan  secara

elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  7

Tahun  2022  Tentang  Adminstrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan

Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan

oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa

Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam
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serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang

merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka

8  serta  Pasal  73  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama,  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun  2009,  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  ke  Pengadilan  Agama

Bangkinang  sudah  tepat  karena  Pengadilan  Agama Bangkinang  berwenang

baik  secara  absolut  maupun secara  relatif  untuk  memeriksa,  mengadili  dan

memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  perkara  cerai  gugat

terhadap  Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri  sah  Tergugat,

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Penggugat  memiliki  legal  standing untuk

mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata  Tergugat, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut  sesuai  dengan ketentuan Pasal  27 ayat  1 dan 2 Peraturan

Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka

sidang  dan  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  tidak  disebabkan  suatu

halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa ternyata  Tergugat, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa

tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat); 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat

ahli fiqih yang berbunyi; 
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له              حق ل ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya:  "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan
gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang

Pemberlakuan  Buku  II  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan

Agama,  Edisi  Revisi  2014,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya, hal  ini  senada dengan

pendapat ahli fiqih yang berbunyi:   

بالبـينة                  إثـباته جاز غيـبة أو تـوارى أو بتعـزز تعـزز إن

Artinya:  (Apabila Tergugat  membangkang  atau  bersembunyi  atau  tidak
diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan
berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg. 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  posita

angka  3 dan  4,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  307  dan  Pasal  308  R.Bg.  sehingga
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keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  posita

angka  4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  307  dan  Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan

hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

dengan  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk  menguatkan  suatu  perbuatan

sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.: 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  serta  Saksi  1  dan  Saksi  2

terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut: 

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  dengan Kutipan Akta

Nikah  Nomor  0061/020/IV/2018  tanggal  23  April  2018  dikeluarkan  oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi

Riau;

2.

Bahwa sejak  2  tahun  yang  lalu  Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak

saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal

bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

3.  Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui

Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya tidak ada harapan

untuk bisa menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
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3.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras

ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  dengan Kutipan Akta

Nikah  Nomor  0014/14/I/2016  tanggal  15  Januari  2016  dikeluarkan  oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak  2  tahun  yang  lalu  Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak

saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal

bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis

Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;  

Menimbang,  bahwa  berhubung  petitum Penggugat  terdapat  beberapa

point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang,  bahwa  petitum  Penggugat  pada  point  1  adalah  supaya

Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya,  namun

karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan

menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;  

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di

persidangan tersebut Majelis Hakim menilai  bahwa kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk

bisa  rukun,  sejahtera  lahir  dan  batin  sebagaimana  tujuan  perkawinan  yang

disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  dan
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mempertahankan  rumah  tangga  yang  sudah  sedemikian  keadaannya  justru

akan  memberikan  mudharat  yang  berkepanjangan  bagi  Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal  1  Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah

ikatan lahir  dan bathin  antara seorang pria  dengan seorang wanita  sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  juga  sebagaimana

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri seharusnya tinggal dan hidup

bersama  dalam  satu  rumah,  saling  mengasihi,  menyayangi,  mencintai,

menghormati merawat dan memperhatikan satu sama lain, pada kenyataannya

kondisi rumah tangga sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas tidak

lagi  ditemukan  dalam  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,

dengan kata  lain  tujuan perkawinan untuk  menciptakan rumah tangga yang

sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak

tercapai di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih 2

(dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina

rumah  tangga  yang  bahagia  dan  harmonis  adalah  adanya  kemesraan

hubungan antara suami isteri, adanya saling pengetian dan saling menyayangi

serta saling melindungi satu sama lainnya sebagaimana layaknya suami isteri,

jika salah satu pihak tidak dapat memikul kewajibannya masing-masing sebagai

mana  yang  dialami  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini,  dan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan akan menambah beban

penderitaan kedua belah pihak berperkara dan akan lebih banyak mudharatnya

dari manfaatnya, maka menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi terakhir

untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya

oleh  satu  pihak  saja,  dan  begitu  pula  pembiaran  terhadap  berlangsungnya

ketidaksepahaman antara suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang
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negatif  bagi  semua  pihak,  baik  untuk  Penggugat  maupun  untuk  Tergugat,

sesuai hujaj syar’iyah (dalil-dalil syara) yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

الخفررـلضبا يزالالشد ررـالض

Artinya:" Kerusakan  yang  lebih  berat  harus  dihilangkan  dengan

kerusakan yang lebih ringan”

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang

didalamnya   sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang

seperti  yang  diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya

mempertahankan  perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah

pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua

pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus

dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh

yang berbunyi sebagai berikut:

لح                لمصا ا جلب من ولى أ سد لمفا ا  درء

لبا                 غا المفسدة دفع قدم مصلحة و مفسدة رض تعا ذا    فإ

Artinya:  Mengantisipasi  dampak  negatif  harus  diprioritaskan  daripada
mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu
mafsadat  dengan  mashlahat,  maka  yang  didahulukan  adalah  mencegah
mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis  menyimpulkan harus  dinyatakan Tergugat  tidak  hadir  sesuai  dengan

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi

maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116  huruf  b  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  Majelis

berkesimpulan  permohonan  Penggugat  pada  petitum  angka  2  dalam  surat

gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam surat

gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama
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antara  Penggugat  dan  Tergugat,  berdasarkan  Pasal  119  ayat  2  huruf  a

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Majelis  Hakim  menjatuhan  talak  satu  Bain

Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai berikut: 

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan  suami,  sementara  perbuatan  menyakiti  termasuk
penyebab  tidak  langgengnya  rumah  tangga  antara  keduanya,  di
samping  itu  hakim  juga  sudah  tidak  bisa  mendamaikan  keduanya
maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak
satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi

Hukum Islam,  maka  pada  masa  tunggu  tersebut  Penggugat  wajib  menjaga

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini

sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi  Hukum

Islam  maka  setelah  perkara  perceraian  ini  diputuskan,  maka  Panitera

menyampaikan  salinan  surat  putusan  tersebut  kepada  suami  isteri  atau

kuasanya  dengan  menarik  Kutipan  Akta  Nikah  dari  masing-masing  yang

bersangkutan;  

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
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diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan

azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini  harus  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  jumlahnya  seperti  tercantum

dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut  untuk

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Shughra  Tergugat (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 

Demikianlah  diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06

Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dr.

ZULFADLI,  S.HI,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  MARDHIYYATUL  HUSNAH

HASIBUAN, S.H.I.,  M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh  FITRA DEWI,  S.Ag  sebagai  Panitera  Pengganti,

serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

MARDHIYYATUL HUSNAH

HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H.
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FAIZAL HUSEN, S.Sy
Panitera Pengganti,

FITRA DEWI, S.Ag
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp80.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp150.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp300.000,00

                        (tiga ratus ribu rupiah).
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